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ABSTRAK 

KEDUDUKANPENDAPATAHLI SEBAGAI ALATBUKTI DALAMSUATU 
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 

OLEH 
MODEL GINTING 
NIM : 07 840 0340 

BIDANG HUKUM PIDANA 

Salah satu alat bukti dalam persidangan perkara pidana adalah pendapat ahli. 
Pendapal ahli menjadi sangat penting dan merupakan salah satu alat bukti 
disebabkan dengan pendapat ahli maka akan dikemukakan hal-hal yang berbubungan 
dengan suatu tindak pidana dari nalar clan pandangan seseorang yang menguasai 
bidang tersebut. Misalnya dalam korupsi, maka akan diajukan saksi ahli di bidang 
korupsi, misalnya auditor BPKP. Hanya saja dalam mengajukan pendapat ahli 
tidaklab sedemikian saja dilaksanakan. Selain harus memang memiliki kompetensi 
keahlian maka seorang ahli yang dimintakan kesaksiannya di depan pengadilan juga 
barus sudah teruji keahliannya. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kedudukan pendapat ahli sebagai alat bukti d.alam suatu pemeriksaan perkara pidana 
menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta bagaimana kekuatan bukum 
pendapat ahli pada penyelesaian perkara pidana. 

Untuk melakukan pernbabasan skripsi ini rnaka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan. Dari basil penelitian ini maka diketahui kedudukan pendapat abli 
sebagai alal bukti dalam suatu pemeriksaan perkara pidana menurut Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1981 an1at sangat penting kbususnya untuk membuat terang suatu 
tindak pidana. Berdasarkan ha! tersebut pendapat ahli diletakkan pada urutan kedua 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sesudah alat bukti keterangan 
saksi. Melibat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah 
satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Kekuatan 
hukum pendapat ahli pada penyelesaian perkara pidana sangat penting karena 
pendapat ahli sebagai pengemban hukum ad.alah melakukan penceraban kepada para 
pibak (Hakim, Jeksa, Pcngacara bahkan publik) agar konstruksi hukum didasarkan 
kepada logika akademis yang memadai. Sudah sepantasnya keterangan ahli harus 
dipandang lebih jernih sebagai bagian dari proses penegakan hukum. 
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UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 ". 

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyok mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima-kasib yang sebesar-besamya kepada : 

- Bapalc Prof. H. Syamsul Arifin. SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Htlk"UOJ 

Universitas Medan Area. 

- Ibu Wessy Trisna, SH. MH. selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas 

Hukwn Universitas Medan Area. 

- Bapak Suhatri1.al, SH, MH, seloku Dosen Pembimbing I Penulis. 

- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hwn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis. 

- BapaJc dan lbu Dosen serta scmua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area. 

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umwnnya 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Universitas Medan Area. 
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tetap meoyertai kita selamanya. 
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BABl 

PENDAHULUAN 

Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya, 

walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itl.I belum tentu ditemukan. Benar tidaknya 

sesuaru peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada basil pembuktian 

yang dilakukan para pihak di persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari di 

dalam hukum acara pidana sifatnya adalah pasti. Pembuktian dalam perkara pidana 

berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. 

Pada hukum acara pidana itu: 

1. Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang 
sesungguhnya 

2. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang 
cukup untuk rnernbuktikan tuduhan kepada tertuduh 

3. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
keterangan terdakwa. 1 

Pembuktian sangat berhubungan dengan benar tidaknya terdakwa melakukan 

perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam 

ha! ini pun hak asasi dapal dipertaruhkan. Untuk inilah maka Hukwn Acara Pidana 

bertujuan untuk mencari kebenaran materiil berbeda dengan Hukum Acara Perdata 

yang cukup puas dengan kebenaran fonnil. Kebenaran dalam perkara pidana 

merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan, dan refleksi dari 

1 Program Pengembangan Kecamatan. Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Diterbitkan 
Melalui Kerjasama Antara : Unit Peoanganan Masalah dan Unit Komunikasi lnformasi dan Edukasi 
Konsullan Manajemen Nasional - PPK, Edisi September 2006, http://www.ppk.orJd, Diakses tanggal 
15 Agustus 20 I I. 
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keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan 

kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana. 

Suatu pembuktian yang benar-benar sesuai dengan kebenaran tidak mungkin 

dicapai. Maka Hukum Acara Pidana sebenamya hanya menunjukkan jalan untuk 

berusaha mendekati sebanyak mun� persesuaian dengan kebenaran. Hukum 

pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu haJ 

cenderung kepada kebenaran. 

Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP): "Hakim tidak boleh menjatuhkan 

putusan pidana kcpada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." 

Berdasar ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur, 

yaitu: 

a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, 

b. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa: 

I) Tindak pidana telah terjadi, 

2) Terdakwa telah bersalah. 

Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus 

ada hubungan causal (sebab-akibat). Hal tersebut sama dengan ketentuan dalarn Pasal 

294 Ayat (I) HJR yang menyatakan: "Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana 

selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah 
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